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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR: ®co /08 /¥p - bapuda / 2020
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN DAN
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 serta untuk pelaksanaan program dan kegiatan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2020 maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);



10.

e i

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran _
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2 Serie E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 8;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2007
Nomor 29) Banten sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor
3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
PeraturanGubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007



Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten;

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2009 Nomor 40);

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2009
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten °
(Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2009 Nomor 42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2010
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah
Provinsi Banten tahun 2010 Nomor 26);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelengggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten tahun 2012 Nomor 47);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.351-
Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan .
Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang
Mendatatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang
Berwenang  Mengesahkan  Surat Pertanggungjawaban
Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana
Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana
Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Koordinator Kegiatan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Kegiatan
dan Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.



KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,

wajib

melaksanakan  tugas berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth. :
Inspektur Provinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang ~
Pada tanggal : ©% Januati 2920

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BANTEN

\ OPAR SOHARI



Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Nomor
Tentang  : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN DAN
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN ANGGARAN 2019
Tanggal
HOORDINATOR PEJABAT PELAKSANA
NO Y.
- —EAM.A HKEGIATAN KEGIATAN TEKNIS KEGIATAN JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI PELAKSANA TEKNIS
A |SEKRETARIAT
Penyediaan Barang Jasa Penyediaan Barang Jasa
Ka. Subbag Umum dan Ka, Subbag Umum dan Anas Zadid Tagwa, S.Kel Egka Siradji,SE
Kepegawaian Kepegawaian NIP. 19830813 200112 1 005
Penata ([ /)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana
Ka. Subbag Umum dan Ka. Subbag Umum dan Egka Siradji,SE Ari Setiadi, SE
Kepegawaian Kepegawaian MIP. 19830813 200112 1 005 NIP. 197301082002121004
Penata (11 Penata Thk.1 {1I1/d
Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan er%ata Ll T iy
1 1 _ ) RIKI
Sarana Prasarana Perkantoran :
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Ka. Subbag Umum dan Ka. Subbag Umum dan RANDHY NOVADINATA,SE.T Indra Guntara, SE
Kepegawaian Kepegawaian NIP. 198311132011011001
Penata (I /c)
Koordinasi dan Kensultasi Keluar dan Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan
Ka. Subbag Umum dan Ka. Subbag Umum dan RIDOHANA WULANDARL SH M. Si WIWIN WIJAYANTI, 5.PST
Kepegawaian Kepegawaian WIP. 19780918 200112 2 004 MNP, 19750907 200212 2 002
Sekretaris Badan Penata (I11/c) Penata Tk.1 (111} d)
Rifa Zakiah, K SH, MM
” Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Ka. Subbag Umum dan Nasrul Hidayat, S.Kom. NIP. 19711017 200112 2 004
2 2 N > Pelaksana
Perpustakaan Kepegawaian Penata Tk.1 (1iI/d)
Icha Rahmawati
Neng At Yuliawati, 5.Sos Mugia Rahminingsih, 8.S0s, M.5i
3 3 |oeatsgetan Karueise Abseaiie K_a. Subagl Umum dan Ifa. Suhag: Umum dan NIP. 19780717 201101 2 001 NIF. 19300928 200801 2010
Kepegawaian Kepegawaian Penata Muda Tk.1 (II[/b) Penata [Illc
YOLANDA HIRRA
4 4 |Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DIRGANTARA;S STEAMA Pelaksana Indra Guntara, SE Lusi Musfiroh, 5.Sos
NIP. 199109042012061001
Penata Muda Tk.1 (Ill/D)
Lia Amaliah, SE, M.8i
: ; NIP. .
5 5 |Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ;:iai:gfll?lscm 200202 2002 Pelaksana Indah Nurlestari, S.Pd Agus Susanto, RO, SE
B |BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
P P AP b — Ka. Sub Bidang Pendataan, Ka. Sub Bidang Pendataan, Desica Anggia, SH, MH MOHAMAD IKMAL SALIM
6 1 Pmd: at:n Sfcnﬂf-lﬁ“aaﬂ R Tengembangan rotenst Perenranaan das Perenearaar: dat NIP. 19861226 201403 2 002 NIP. 197710242001121002
enaapa acrah Pengembangan Potensi Pengembangan Potensi Penata {Ill/cl Penata Muda (111 /al
O— Ka. Sub Bidang Monitoring dan |Ka. Sub Bidang Monitoring dan |Novianti, SE Rachmatullah, SE, MM.
7 | 2 |Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Dacrah HH Ang Evaluasi Pelaporan Pendapatan |Evaluasi Pelaporan Pendapatan |NIF. 19821104 200701 2 001 NIP. 19740625 200902 1 001
Perencanaan, Daerah Daerak Penata Muda Tk.I (Tl /b) Penata {1l /c)
Pengendalian dan = _
Evaluasi Pendapatan [Ka. Sub Bidang Pendataan, Ka. Sub Bidang Pendataan, Desica Anggia, SH. MH MOHAMAD IKMAL SALIM
8 3 |Sistem Informasi Pendapatan Dacrah Daerah Perencanaan dan |Perencanaan dan NIP. 19861226 201403 2 002 NiP. 197710242001121002
: 4 Penata (I11/c| Penata Muda (I11/a)
Pengembangan Potensi Pengembangan Potensi
Ka. Sub Bidang Pembinaan dan {Ka. Sub Bidang Pembinaan dan |Ela Sari, 8.Sos, M.AP RUDI, SH. MS.i
9 4 {Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Pengendalian Pendapatan Pengendalian Pendapatan NIP. 19780202 200112 2 003 1NIP. 197905022007011004
Daerah Daerah Penata {ll/c] Penata (I11/c}




BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Ka. Sub Bidang Keberatan &

Ka. Sub Bidang Keberatan &

Nowvi Marvini, SE
NIP. 19831128 201101 2 001

Ayu Aini Abdaini H,S LKom
NIP. 19860117 201001 2 002

14 Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah il A
Restitusi Restitusi Penata Muda Tk.1/1lb Penata / Illc
Kepaia Bidang . . o ) . Imas Nuryati, 5E Mesvi Indriani, 5T
il Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Pendapatan Pajak panSubbendanann & Feals D Pord At NIP. 19701020 200112 2 003 NIP. 19751003 21001 2 003
Dastah Penctapan Pajak Daerah Penetapan Pajak Daerah Penata (111/¢) Penata (IIl/¢c)
) 5 o : 3 . F Nanis Yulyanah Luami, .“S.Sos.._. M.SI
12 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Ka, Sub Bidang Penerimaan  1Ka. Sub Bidang Penerimaan  |yyp 19820709 201001 2 005 NIP. 19830204 200701 2 003
: ; dan Penagihan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak Daerah Penatz (111/¢) Penata (IIL/cl
BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LATN-LATN
Nelis Junaenah, 3E,M.Si Arflan Alwi, SE, MM
13 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Dacrah Kasubid. Retribusi Daerah Kasubid. Retribusi Daerah 19710405 201001 2 001 NIP. 19890603 201012 1 000
Penata {III/c) Penata Muda (III/a)
Kepala Bidang : i i Ani Sumarni, S Kom, M.8i Intan Dyah Pranalingga, SE, S.1P
14 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain Retribusi Dacrah dan | K& Sub Bidang Pendapatan  |Ka. Sub Bidang Pendapatan  |y1p, 19841001 200902 2 002 NIF. 19871022 201101 2 001
Pendapatan Lain-lain Lain-lain Lain-lain Penata (III/c) Penata (I11/c)
— R T R. Fadhly Azhar, SE, MAP Sri Widyastuti, SE
. y X —— —_— ub Bidang Bagi Hasi {z Sub Bidang Bagi Has = 5 e ’
15 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 2 5 : - 5 > NIP. 19850210 201001 1 005 19760620 201001 2 002
¢ jake/Hon Pl Pajak,/Non Pajak Pajak /Non Pajak Penata (11 /c| Penata (11 /<]
UPTD PPD CIKOEOL
16 Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PPD Cikokol Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha NILA TARMIZL, ST
i Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepala UPTD PPD  |Ka 5i Penerimaan dan Ka 8i Penerimaan dan e e cume it e
H Cikokol Cikokol Penagihan UPTD PPD Cikokol ~|Penagihan UPTD PPD Cikokol |11 HOFSNOEL KHOTIMAR Rachman Saleh
- . Ka Si Pendataan dan Penetapan |Ka $i Pendataan dan Penctapan
Pendatas 1 netaps g : i
18 C‘j’l’:;;;‘l‘"” dan Fenetpe Fajak DRer-i URTDRED Pajak Dacrah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD FEBY VALANANDA, Bsc
Cikokol Cikokol
UPTD PPD CILEDUG
19 Pelayanan Tata Usah Pada UPTD PFD Ciledug Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha
JAMRUDIN BUDI 5, SE M. IQBAL NURIL A
- 5 5 . < : : NIP. 19780106 200212 1 005 NIP. 19850612 200902 1 001
20 Pénerl.ma&m dan Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepala UPTD PPD Ka Si ?enenma.em dan . Ka 8i F'cncnrnaan dan ) Penata (Ii/c} Penata Muda (III/a)
Ciledug Ciledug Penagihan UPTD PPD Ciledug |Penagihan UPTD PPD Ciledug
; . . Ka Si Pendataan dan Penetapan |Ka Si Pendataan dan Penetapan
21 Peddatany deirt Peneoa Pajlk Deesal URTDEPED Pajak Daerah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD
Ciledug g .
Ciledug Ciledug
UPTD PPD SERPONG
22 Pelayanan Tata Usah Pada UPTD PPD Serpong Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah UFTD PPD Ka Si Penerimaan dan Ka Si Penerimaan dan ADE FIRMANSYAH
23 N , ; 7
Serpong Kepala UPT Serpong Penagihan UPTD PPD Serpong |Penagihan UPTD PPD Serpong |JAMURI KHAERUDIN, MM JAHMAD FAUZI
. " Ka 3i Pendataan dan Penetapan {Ka Si Pendataan dan Penetapan
24 Pendataan dan Penetapan Pajak Dacrah UPTD FPD Pajak Daerah UPTD PPD |Pajak Dacrah UPTD PPD

Serpong

Serpong

Serpong




H |UPTD PPD BALARAJA
25 1 |Pelayanan Tata Usah Pada UPTD I'PD Balaraja Ka Sub Bag, Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha
96 | 2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepala UPTD FPD  |Ka 8 Penerimaan dan Ka 8i Penerimaan dan ) . & . . .
& Balarnja Balaraja Penagihan UPTD PPD Balaraja  |Penagihan UPTD PPD Balaraja | Veny Sopianthy, SH Rima Triratnawati, SE
- o Ka 5i Pendataan dan Penetapan (Ka 3i Pendataan dan Penetapan
ndatas an Penetay ajak Taerd ; T = :
g | g [LoCeem iR PR T UReErRe D Pajak Daerah UPTD FPD Pajak Ducrah UPTD PPD
alaraja _|Balaraja o Balaraja
I |UPTD PPD RANGEASBITUNG
Darajat Mulvana, 5.Sos
28 1 |Pelayanan Tata Usah Pada UPTD) PPD Rangkasbilung Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha Prisksa Septiant Erawan, SE NIP. 19800621 201101 1 001
Penata Muda Tk.1 (III/b)
; ; " = Ka Si Penerimaan dan Ka 5i Pencrimaan dan Siswati Ela H, 8.8os, M.SI Darajat Mulyana, 5.Sos
Ty z T - 5 2 B % i 2 2
29| 2 ;:;“‘:f‘;ﬁ;dfn Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepala UPTD PPD {penagihan UPTD PPD Penagihan UPTD PPD NIP. 19700706 200801 2 008 NIP. 19800621 201101 1 001
i £ Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Penata (I11/c) Penata Muda Tk.1 {III/b)
. . Ka 8i Pendataan dan Penetapan |Ka 8i Pendataan dan Penetapan |Elys Amelia, S.Sos ;
Pee > s i x i .
30| 3 kzidit;‘f;?tdan Bedstapan Tail Dacrall IETD PPD) Pajak Dacrah UPTD PFD Pajak Daerah UPTD PPD NIP. 19791027 200112 2 002 Sﬂ? i’f‘f”rf ;;“;“M
gkasbitung Rangkasbitung Rangkashitung Penata Muda Tk.I (III/b) EHICE A a
J |UPTD PPD CIKANDE
Yuky Sampurna, 5.S0s, MPA
31 | 1 |Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PED Cikande Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha Ika Ratna Ningsih Sii;iﬁ%’fjo OLOUL 10
~ |Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepa.lal HEIREED Ka Si Penerimaan dan Ka Si Penerimaan dan . : . Rizin syachda i, 5 Sos
32 2 7 £ Cikande i . . y Rista Meylianasari, SE NIP.19860612 201101 1 001
Cikande Penagihan UPTD PPD Cikande |Penagihan UPTD PPD Cikande
: Penata Muda Tk. I {III/h)
3 : Gy § Ka 8i Pendataan dan Penetapan [Ka Si Pendataan dan Penetapan
33 | 3 |Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD Faturchim, SE Winda [ndah Yani, SE
Cikande 5 2
Cikande Cikande
K |UPTD PPD PANDEGLANG
Kili Bachacki Siti Nurjanah
34 1 |Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PPD Pandeglang Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha Agung Setiawan NIF. 19730829 200112 2 001
Penata Muda Tk.1 ({1II/b)
" . : Ka Si Penerimaan dan Ka 5i Penerimaan dan .. ; Euis Susant, SE, M.5i
o sl B Kepala UPTD PPD ; : 5 32 2
as | 2 gzgzsﬂl‘:‘na“ dan Penagihan Pajak Dacrah UPTD PPD e g Penagihan UPTD PPD Penagihan UPTD PPD E“J: Anfi"‘g;la 5 4 NIP. 19750822 200701 2 00S
glang Pandeglang Pandeglang HEnE ¥4, Penata Tk.1 (III/d)
: Ka 3i Pendataan dan Penetapan {Ka Si Pendataan dan Penetapan |Visca Ariesctiawati, SE Raden Astrid Nelfiyantie, 8.S0s, M.Si
36 | 3 ;;gaml raine Bet g bajde Daeeah DPTHLEED Pajak Daerah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PED NIP. 19810726 200701 2 003
SeAnE Pandeglang Pandeglang Penata (II1/c}
L |UPTD PPD SERANG
37 1 |Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PPD Serang Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Ussha L. L
Singgih Septiyaningsih, SE
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kepala UPTD PPp | Ke Si Penerimaan dan Ka Si Penerimaan dan
s e Serang 3 Serang Penagihan UPTD PPD Serang  |Penagihan UFTD PPD Serang ~ |Junariah, SE N 100000 R0 F0LINL B00T
. ; Penata Muda Tk.I (II[/b
39| 3 Pendataan dan Penetapan Pajak Daecrah UPTD FPD Ka 8i Pendataan dan Penctapan |Ka Si Pendataan dan Penetapan a {it/v)

1Serang

Pajak Daerah UPTD PPD Serang

Pajak Daerah UPTD PPD Serang




Cilegon

Cilegon

Cilegon

M |UPTD FPD MINGPING
40 1 |Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PPD Malingping Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha Wardani Asep Saepudin
. . . . Ka Si Pencrimaan dan Ka Si Penerimaan dan
2 = P K = o PTO P "
41| 2 Ef,:}f:imf“ Aen Fenpiiat PRI Dt UETIREFT) Kepala UPTD PP} | penagihan UPTD PPD Penagihan UPTD PPD Angga Dwi Aldianto Asep D
alngping Malingping Malingping Malingping
;. . y Ka Bi Pendataan dan Penetapan |Ka Si Pendataan dan Penctapan
P a1 Penetans: e ; LT PR
42| 3 ?ﬁf;?naiﬁi;d'm SRSl mR R R R R Pajak Daersh UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD Selly Faiz
Maungping - Malingping Malingping
N |UPTD PPD CIPUTAT
Fakhrurozy |Asep Suhanda
43 | 1 |Pelayanan Tata Usaha Pada UPTD PPD Ciputat Ka Sub Bag. Tata Usaha Ka Sub Bag. Tata Usaha Awit Sri Endah Utami Endang Cahyadi
, . . -~ o . ) , : Kardian Tarti, SE
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daecrah UPTD PPD R Kz 5i Penerimaan dan Ka 5i Penerimaan dan p 5 ¥
44 Kepala UPT Ciput: . . ; - 197718
t| 2 [cipuet epaa ‘PHAL | e nagihan UPTD PPD Ciputat  |Penagihan UPTD PPD Ciputat |ouci Nurachmah, SE Tg. e FLO1420DT 2003
Penata [Illc
. . Ka Si Pendataan dan Penetapan |Ka Si Pendataan dan Penetapan Melan Afrivanti, SE
ol . 3 - T £}
a5 | 3 gf“if:’fmn dan:benctapan:Paals DaeralkeBRTD FRD Pajak Dacrah UPTD PPD Pajak Daerah UPTD PPD Frida Oktafina , SE Nip.19800517 201001 1 005
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